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    Esa karena atas rahmat dan karunia-
Nya, Laporan Layanan Informasi Publik 
oleh Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi NTB 
dapat disusun dan diselesaikan dengan 
baik.

Sebagai amanat Undang–Undang Nomor 
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik, pada tahun 2010 Komisi 
Pemilihan Umum menetapkan Peraturan 
KPU Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Implementasi Keterbukaan 
Informasi Publik di Lingkungan KPU dan 
menerbitkan Standar Operasional 
Prosedur Layanan Data dan Informasi.

Kemudian, pada tanggal 7 Maret 2015, 
KPU juga menetapkan Peraturan KPU 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 
dan Pelayanan Informasi Publik di 
Lingkungan KPU. Menindaklanjuti regulasi 
tersebut, KPU Provinsi NTB membentuk 
PPID sebagai pelaksana keterbukaan 
informasi publik di tingkat provinsi.

Seiring perkembangan teknologi dan 
tuntutan keterbukaan, saat ini KPU 
mengembangkan website E-PPID yang 
terintegrasi di lingkungan KPU RI, KPU 
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. PPID 
KPU Provinsi NTB didukung oleh sarana 
dan prasarana yang cukup memadai 
serta berkomitmen memberikan 
pelayanan informasi publik yang cepat, 
tepat waktu, biaya ringan, dan mudah 
diakses.

Pelayanan PPID KPU Provinsi NTB juga 
didukung dengan berbagai kanal informasi 
seperti email resmi KPU Provinsi NTB, 
website, serta media sosial resmi 
(WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, 
dan YouTube). Selain itu, tersedia pula 
Rumah Pintar Pemilu (RPP) Digital yang 
memuat materi pemilu, literasi kepemiluan 
dan demokrasi, informasi penyelenggara 
pemilu, serta konten audio visual yang 
mendidik.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 
penyelenggaraan layanan informasi publik, 
KPU Provinsi NTB setiap tahunnya 
menyampaikan Laporan Layanan Informasi 
Publik kepada Komisi Informasi Provinsi NTB 
dan KPU Republik Indonesia. Laporan ini 
merangkum kegiatan pelayanan informasi 
publik yang telah dilakukan sepanjang 
tahun, serta bertujuan untuk memberikan 
gambaran mengenai pelaksanaan tugas 
dan fungsi KPU sebagai lembaga yang 
menjunjung tinggi prinsip transparansi, 
akuntabilitas, dan keterbukaan informasi 
publik.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat 
menjadi sarana refleksi dan evaluasi dalam 
peningkatan kualitas layanan informasi 
publik di masa mendatang, serta 
memberikan manfaat bagi seluruh pihak 
yang berkepentingan.

Mataram,  31 Desember 2025
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